



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
5.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka 
Kabupaten Indragiri Hilir. 
 
  Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang, baik didalam 
Undang-undang Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 maupun dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan 
lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 
Menampung aspirasi masyarakat dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, 
Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. BPD harus teliti melihat situasi dan 
kondisi desa sehingga dapat menetapkan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan 
desa.BPD juga harus mendengarkan, merespon serta menindak lanjuti aspirasi 
masyarakat yang telah dikemukakan oleh masyarakat, dan melakukan pengawasan 
terhadap kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa. 
  Untuk melihat bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa 
Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dapat 
melalui uraian berikut : 
5.1.1 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 
  Aspirasi masyarakat merupakan pendapat atau harapan masyarakat baik 
yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik tertulis maupun yang tidak 
tertulis.Sarana untuk menampung aspirasi masyarakat di desa adalah Badan 





menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat.Karena masukan-masukan atau saran dari masyarakat sangat 
dibutuhkan supaya desa mengalami kemajuan dengan adanya perbaikan-perbaikan 
dan pembangunan-pembangunan serta tata tertib keamanan demi terciptanya 
ketentraman masyarakat. 
  Pelaksanaan atau realisasi dari aspirasi masyarakat diharapkan benar-benar 
terwujud.Sehingga kemajuan desa dan kesejahteraan serta kemakmuran 
masyarakat yang selalu di inginkan masyarakat dapat menjadi kenyataan. Hal 
tersebut akan terjadi jika didukung dengan kerja keras dari anggota BPD dan 
Pemerintahan Desa serta keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat itu sendiri. 
  Dari data yang penulis peroleh melalui wawancara langsung tentang 
menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang 
Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir bahwa belum seluruh aspirasi masyarakat sudah 
terealisasi. Ada beberapa aspirasi masyarakat yang sudah terealisasi tersebut 
yaitu: perbaikan dermaga penyebrangan antar desa dengan Tembilahan Kota, 
perbaikan jalan lingkungan desa, penyediaan listrik 24 jam, penyediaan sarana 
prasarana perlengkapan puskesmas pembantu desa (pustu) dan gedung posyandu, 
pembuatan jembatan penghubung RT dan dusun. Dalam hal menerima masukan 
dari masyarakat,BPD sudah berusaha menerima dan menyampaikan aspirasi dari 
saran dan masukan sampai disetiap lapisan masyarakat untuk direaslisasikan, dan 
dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan aspirasi masyarakat, BPD masih 




  Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Ali Mustofa 
selaku salah satu Tokoh Masyarakat yaitu sebagai berikut : 
“Dalam hal menerima saran dan masukkan, serta dalam hal 
aspirasi, BPD sudah cukup bekerja dengan baik meski aspirasi 
tersebut tidak secara maksimal terealisasi, namun BPD sudah 
menjalankan tugasnya untuk masukkan dari masyarakat.” 
(wawancara 17 Juni 2019) 
 
  Demikian juga wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak 
Suhendri yaitu sebagai berikut : 
“Untuk tugas BPD, anggota BPD tersebut memang masih menuju 
maksimal dalam melaksanakan tugas, karena tidak semua tentang 
pemerintahan dan masyarakat, mereka pahami. Hal itu dikarenakan 
mereka kurang menguasai ilmu pemerintahan yang juga karena 
tingkat pendidikan yang terbatas.Untuk itu, BPD bekerja sama atau 
dibantu oleh Kepala Desa bersama staf dikantor 
Desa.”(wawancara 17 Juni 2019) 
 
  Dari hasil temuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa BPD dalam 
proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD sudah 
melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Meski hasilnya belum mencapai hasil 
yang optimal. 
a. Menerima masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat 
  Selain aspirasi, BPD harus mampu dan mau menampung saran serta 
masukkan dari masyarakat, untuk mengetahui apa saja kekurangan kebutuhan 
pelayanan pembangunan desa yang terjadi didesa. Setelah penulis melakukan 
penelitian dilapangan, didapatkan bahwa BPD masih belum maksimal sebagai 
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mana tugasnya, seperti menerima masukkan dan saran dari masyarakat BPD harus 
diarahkan juga oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Hal tersebut dapat 
diketahui dari pernyataan salah satu anggota BPD yaitu Bapak Purwadi, sebagai 
berikut : 
“Untuk masukan dan saran, sudah ada yang diterima dan memang 
untuk pelaksanaan perbaikan dari masukan belum sepenuhnya. 
Seperti masyarakat yang menginginkan untuk anggota BPD lebih 
sering turun langsung kelapangan agar lebih mengetahui apa saja 
yang terjadi di desa. Ya, maklumlah anggota BPD di desa kita 
masih belum bertambah.”(wawancara 17 Juni 2019) 
 
  Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Nurhayati selaku Kader Posyandu 
desa Tanjung Siantar sebagai berikut :  
“Saya lihat ada yang diterima dan ada yang belum, karena untuk 
BPD nya juga kalau ada keluhan dari masyarakat itu diarahkan 
juga oleh pak KaDes supaya lebih jelas dan mengerti apa saja 
kekurangan dan keluhan masyarakat yang harus diperbaiki 
kedepannya.”(wawancara 17 Juni 2019) 
 
b. Proses mencatat dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat 
  Dalam menjaring aspirasi masyarakat, BPD juga harus mencatat semua 
aspirasi dari masyarakat tentang keluh kesah, apa saja kebutuhan dan keluhan 
yang ada didesa tersebut. Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat ke 
BPD seharusnya dicatat supaya terdata, namun pada kenyataannya tidak semua 
aspirasi masyarakat dicatat oleh BPD. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan 
Bapak Anwar selaku anggota BPD Desa Tanjung Siantar : 
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“Proses dalam catat mencatat, hanya jika ada masyarakat yang 
mengajukan keluhan dan saran serta aspirasi pada saat rapat yang 
kemudian diproses oleh sekretaris untuk disampaikan dan diberikan 
kepada Kantor Desa. Secara tugas, kami sudah berusaha maksimal 
walaupun masih ada kekurangannya. Namanya juga masyarakat 
banyak, yang ingin segala aspirasinya terealisasi.”(wawancara 
pada 17 Juni 2019) 
 
  Dari temuan penelitian seperti hasil wawancara diatas, bahwasanya BPD 
dalam menjalankan tugasnya sudah berusaha sebaik mungkin, tergantung 
bagaimana masyarakat menanggapinya dan inisiatif dari para masyarakat yang 
ada di desa Tanjung Siantar, harus memiliki pengetahuan yang konkret dan tepat 
tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang layak untuk di salurkan kepada 
pemerintahandesa serta kepada siapa aspirasi tersebut harus disalurkan sehingga 
aspirasidari masyarakat tidak sia-sia. 
c. Proses pelaksanaan rapat jika aspirasi belum terealisasi 
  Rapat antara BPD dengan Kepala Desa diperlukan untuk menciptakan 
hubungan kerjasama yang baik agar terjalin silaturahmi dan dengan 
bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan persoalan yang ada didesa. 
Koordinasi dari BPD rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi masyarakat belum 
terealisasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pernyataan Bapak Supriadi 
selaku wakil BPD Desa Tanjung Siantar sebagai berikut : 
“Kalau disini kami sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu 
bersama Ketua dengan pihak pemerintahan desa terutamanya, jika 
terjadi aspirasi yang belum terealisasi, contoh dalam merenovasi 
masjid desa, perbaikan jalan desa ya harus kita rapatkan lagi 
dengan masyarakat dan Kepala Desa. Semua harus ikut 




Berdasarkan wawancara diatas, BPD dan Kepala Desa akan melaksanakan rapat 
untuk memaksimalkan tugas dan fungsi, salah satu kegiatan rapat seperti pada 
tabel berikut : 
Tabel 5.1 Jadwal dan Kegiatan Rapat BPD dan Kepala Desa Tj. Siantar 











jalan desa yang 
kondisi jalan 
tidak baik  
2 Selasa/ 
9 April 2019 






listrik  desa 
yang 
sebelumnya 
tidak 24 jam 
menjadi 24 jam 
3 Senin/ 

















 Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar tahun 2109 
 Dari penjelasan diatas, bahwasanya BPD Desa Tanjung Siantar sudah 
melakukan koordinasi kepada pemerintahan dan masyarakat tentang aspirasi 
mereka yang sudah maupun belum terealisasi dalam bentuk kegiatan rapat. Saling 
keterbukaan dalam segala hal adalah kunci dari setiap kesuksesan pembangunan 
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dan tercapainya tujuan dari apa yang di inginkan bagi kesejahteraan masyarakat 
Desa Tanjung Siantar. 
d. Proses pelaksanaan aspirasi masyarakat dan hambatan dalam pelaksanaan 
aspirasi masyarakat 
  Aspirasi yang telah disampaikan masyarakat kepada BPD belum semuanya 
terealisasi, hal ini dinyatakan oleh Bapak Supriadi selaku anggota BPD Desa 
Tanjung Siantar sebagai berikut : 
“Prosesnya ya seperti dengan adanya rapat pengumpulan 
aspirasi, kemudian diadakan rapat dalam memilah dan disetujui 
bersama. Karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat diterima, 
harus dipilih benar-benar mana yang lebih penting lebih dulu 
untuk dilaksanakan. Jika sekiranya aspirasi tersebut sulit diterima, 
tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk hambatan dalam menampung 
aspirasi tidak ada, namun dalam pelakasanaan tentu terkadang 
adanya kendala dari sisi dana.”(wawancara 17 Juni 2019) 
 Berdasarkan uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD 
dapat melaksanakan tugasnya dalam menampung aspirasi masyarakat sudah 
dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5.2 Data Kegiatan BPD Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang 
     Tuaka dalam Pelaksanaan Aspirasi Masyarakat Desa  
 
No. Hari/Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan Tempat 
1. 
Senin/ 

















































Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar tahun 2019 
 
  Dalam melakukan rapat selalu keputusan yang diambil berdasarkan 
keputusan bersama. Untuk aspirasi masyarakat juga tidak semua bisa diterima 
untuk direalisasikan secepat mungkin. BPD melaksanakan tugasnya sejauh yang 
mereka mampu. 
5.1.2 Pengawasan Kinerja Kepala Desa terhadap Peraturan Desa 
  Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah desa 
sendiri.Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.Kedudukan 
BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. BPD mempunyai wawanang untuk 
membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. 
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang diprogramkan di 
Desa 
  Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu 
alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk.Pengawasan oleh BPD terhadap 
pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa merupakan tugas 
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BPD.Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan 
atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
  Konsentrasi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu 
program pemerintah, fungsi pemerintah, peraturan dan keputusan yang telah 
ditetapkan bersama BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 
  Pernyataan dari Bapak Anwar selaku anggota BPD Desa Tanjung Siantar 
sebagai berikut : 
“Dalam hal pengawasan, kami beberapa waktu ini hanya 
mengawasi dalam bentuk pembangunan desa, dan kami selaku BPD 
hanya bisa turun langsung kelapangan, untuk melihat bagaiamana 
dan sejauh mana proses pembangunan yang dijalankan didesa 
ini.”(wawancara 18 Juni 2019) 
  Pernyataan diatas diperkuat dengan wawancaradari Sekretaris Desa yaitu 
Bapak Syaripudin sebagai berikut : 
“Untuk prosesnya yaitu beberapa atau salah satu anggota BPD 
harus ada yang turun langsung kelapangan. Pasti ada yang harus 
melakukan pengawasan, karena apapun program pembangunan 
yang berjalan didesa harus dilaporkan kepada Kantor Desa untuk 
dilaporkan hasilnya.”(wawancara 18 Juni 2019) 
 
 Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan yang 
dilaksanakan oleh BPD Desa tanjung Siantar terhadap pelaksanaan pembangunan 
desa sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Hal tersebut dikarenakan 
pembangunan-pembangunan didesa yang sedang dikerjakan, beberapa anggota 
BPD atau salah satunya diharuskan untuk turun langsung melihat proses 
pembangunan-pembangunan didesa tersebut. 
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b. Mengukur pelaksanaan peraturan yang dibuat bersama Kepala Desa 
  Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintahan desa 
sebagaimana kabupaten membuat peratutan daerah.Peraturan desa ditetapkan oleh 
Kepala Desa bersama BPD.Peraturan desa dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi 
sosial budaya masyarakat desa setempat. 
  Penerapan peraturan desa diharapkan berdampak pada kemajuan desa dan 
menguntungkan masyarakat.BPD yang berperan besar untuk mewujudkan hal 
tersebut karena BPD yang bertugas sebagai pelaksana demokrasi di desa.BPD 
bekerjasama dengan Kepala Desa dalam merumuskan peraturan desa dan 
menetapkannya maka BPD dan Kepala Desa harus selalu berkoordinasi agar tidak 
terjadi kurang komunikasi. 
  Pernyataan oleh Bapak Zinal Abidin selaku Kepala Desa Tanjung Siantar 
sebagai berikut : 
“Dalam menyusun dan merancang peraturan desa, saya menyusun 
peraturan tersebut dan mengajukan kepada anggota BPD. 
Peraturan tersebut mengacu pada kepentingan masyarakat desa 
serta pada kesejahteraan masyarakat secara umum dan mengikut 
pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan 
lembaga kemasyarakatan yang mengurus mengenai pembangunan 
desa maupun tentang anggaran desa.”(wawancara 18 Juni 2019) 
 
Hasil pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa BPD dalam mengukur 
peraturan yang dibuat bersama kepala desa, sudah dilaksanakan sebaik 
mungkin. Seperti pada data tabel kegiatan BPD berikut : 
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Tabel 5.3 Kegiatan BPD Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka 
      dalam Hal Mengukur Peraturan Desa 
 
No. Hari/Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan 
1. 
Jum’at/ 














Pembuatan  Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
kepada Kepala Desa 
Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar tahun 2019 
 
  Pernyataan diatas dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak Supriadi selaku 
wakil BPD Desa Tanjung Siantar sebagai berikut : 
“Kepala Desa memang menyusun dan merancang peraturan desa 
serta meminta persetujuan dengan anggota BPD, akan tetapi 
peraturan desa yang dibuat terkadang kurang disetujui oleh 
masyarakat desa.” 
 
  Dari penjelasan diatas, bahwasanya kepentingan masyarakat desa jauh 
lebih penting untuk bisa lebih diperhatikan.Baik dari segi pembangunan desa 
maupun peraturan desa.Peraturan desa merupakan peraturan yang dibuat oleh 
Kepala Desa berdasarkan kepentingan dan kebutuhan desa.Dalam menyusun 
peraturan desa, sebaiknya peraturan tersebut disusun dan dirancang oleh Kepala 
Desa bersama BPD. Peraturan Desa yang dihasilkan nantinya tidak boleh juga 
bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi. 
  Hal ini membuktikan bahwa kinerja dan tugas BPD Desa Tanjung Siantar 




5.2  Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran BPD di Desa Tanjung Siantar 
Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 
  Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan 
Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragir Hilir 
adalah sebagai berikut : 
1. BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat hambatannya 
adalah : 
a. Kurangnya kesadaran dari anggota BPD untuk melakukan tugasnya 
dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
b. Kurangnya inisiatif anggota BPD untuk turun langsung kelapangan dan 
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 
pastisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan perbaikan-
perbaikan desa supaya desa lebih maju dan mandiri. 
c. Belum optimalnya kinerja BPD dalam menindaklanjuti aspirasi dari 
masyarakat. 
d. Aspirasi masyarakat yang sulit untuk dipilih, dikarenakan BPD juga 
harus bekerjasama dengan Kepala Desa agar dapat memahami aspirasi 
masyarakat yang lebih penting untuk didahulukan. 
2. BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terhadap Peraturan Desa 
a. Kurangnya pengetahuan tentang pemerintahan juga menjadi kendala 
bagi BPD disebabkan terbatasnya pendidikan mereka. 
b. Belum maksimalnya BPD melakukan tugas untuk mensosialisakan 
peraturan desa kepada masyarakat. 
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5.2.1  Faktor internal yang terdapat di BPD di Desa Tanjung Siantar 
1.  Kurangnya Sarana Prasarana 
  Pada dasarnya motivasi sangat diperlukan bagi organisasi yang baru 
berkembang yang mana terdapat poin-poin penting didalam pelaksanaan terhadap 
anggotanya. Yang penulis ketahui bahwasanya pada Badan Permusyawaratan 
Desa di Desa Tanjung Siantar sangat minim dikarenakan tidak adanya kantor BPD 
Desa Tanjung Siantar. 
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Pendapatan 
  Di desa Tanjung Siantar ini masih kurangnya anggota BPD untuk 
memaksimalkan kinerja pemerintahan desa.Untuk BPD yang bertugas, 
ditempatkan di Kantor Desa yang dijadwalkan dengan jadwal tertentu.Untuk hal 
pendapatan tentu tidak sebesar yang bekerja diinstansi Kantor Desa pada 
dasarnya. 
  Berdasarkan uraian diatas, dapat menjadi faktor penghambat dalam 
melaksanakan operasional atau kegiatan pelaksanaan pengawasan atau 
menjalankan tugasnya.Kurangnya sarana prasarana serta pendanaan membuat 
minimnya semangat anggota BPD untuk menjalankan tugasnya. 
5.2.2  Faktor Eksternal yang berasal dari luar BPD Desa Tanjung Siantar 
  BPD di Desa Tanjung Siantar mengalami beberapa penghambat dalam 
menjalankan tugasnya dari segi eksternal yaitu sebagai berikut : 
1. Terdapatnya sedikit kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu 
dikarenakan masyarakat setempat yang tidak memiliki pengetahuan yang 
konkret dan tepat tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang layak untuk 
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disalurkan kepada pemerintahan desa serta kepada siapa aspirasi harus 
disalurkan sehingga masyarakat tidak menyalurkan langsung aspirasinya. 
2. Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam 
bidang legislasi dan administrasi, sehingga dalam hal menjalankan 
tugasnya, BPD perlu bekerja sama atau dibantu oleh pemerintahan desa. 
  Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang 
dialami oleh BPD Desa Tanjung Siantar adalah kurangnya fasilitas sarana dan 
prasarana, sumber daya manusia yang belum memenuhi standar pendidikan, 
masyarakat yang kurang memahami situasi dalam hal penyampaian untuk 
pelaksanaan aspirasi, serta kurangnya bimbingan teknis untuk BPD tersebut. 
Hambatan-hambatan diatas bisa berdampak pada pelaksanaan tugas BPD 
dimasyarakat desa.(sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar Kec. Batang 
Tuaka Kab. Indragiri Hilir). 
 
